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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-
unsur tindak pidana penyebaran Dberita bohong
melalui Facebook berdasarkan ketentuan Pasal 28
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran
berita bohong tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach,).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur
tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1
Tahun 2024 meliputi: Setiap Orang dengan sengaja
menyebarkan  Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat
pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan
di masyarakat.! Setiap Orang", dengan “sengaja",
"menyebarkan” Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik, yang “diketahuinya memuat
pemberitahuan  bohong”, yang menimbulkan
“kerusuhan” di masyarakat. Fokus analisis diarahkan
pada penggunaan fitur-fitur Facebook sebagai sarana
penyebaran berita bohong.

Kata Kunci : Penyebaran Berita Bohong,
Tindak Pidana, Facebook, Pasal 28 ayat (3) UU
ITE.
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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Ruang digital telah menjadi bagian integral
dari perkembangan peradaban modern, yang muncul
sebagai konsekuensi logis dari pesatnya inovasi di
bidang teknologi informasi dan komunikasi.? Dalam
hal ini, ruang digital selanjutnya dapat dikenal
sebagai Media Sosial. Media Sosial merupakan
representasi dari ruang digital.> Kehadiran media
sosial sangat diharapkan dapat memperluas tujuan
dari adanya berita, namun pada kenyataannya, justru
pengguna media sosial diperhadapkan dengan kondisi
Indonesia saat ini yang sedang marak terjadi aktivitas
penyebaran berita bohong.* Penyebaran berita
bohong ini sangat meresahkan masyarakat di
Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya
penemuan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan
atas aktivitas tersebut tersebut.’

Platform digital facebook merupakan salah satu
media sosial yang memungkinan penggunanya dapat
melakukan aktivitas menyebarkan berita bohong
karena didukung dengan ketersediaan fitur Facebook
yang memadai dan penggunanya yang juga begitu
banyak mencakup kalangan remaja hingga dewasa.’
Oleh karena itu, niat jahat (Mens Rea) dari pihak-
pihak tertentu untuk menyebarkan berita bohong
dapat terwujud melalui Facebook yang mempunyai
beragam fitur menunjang.

Dalam kurun waktu 21 oktober 2024 hingga 17
Oktober 2025, ditemukan 1.593 kasus hoax yang
berdasarkan identifikasi dari Masyarakat Antifitnah
Indonesia (Mafindo), tercatat bahwa Facebook
menjadi platform dengan temuan berita bohong yang
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paling banyak dibandingkan dengan platform digital
lainnya.”

Aktivitas penyebaran berita bohong melalui
Facebook dapat memicu keresahan, kegaduhan,
hingga berakibat kerusuhan di tengah masyarakat.
Menyebarkan berita bohong ini kemudian dapat
diartikan sebagai tindak pidana sebab memiliki
potensi merugikan bahkan mengganggu ketertiban
umum, mengingat bahwa menyebarkan berita bohong
adalah perbuatan yang dapat dihukum, karena
bertentangan dengan Undang-Undang.®

penyebaran berita bohong secara spesifik diarahkan
pada ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 1 Tahun
2024 tentang ITE dengan bunyi sebagai berikut;
“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong
yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”’
Dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dan
sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pasal 28
ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang ITE, maka penegakan hukum dapat
berlangsung secara tepat dengan hanya merujuk pada
sosok  pelanggar yang memiliki  kapasitas
bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki
ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai
unsur-unsur tindak pidana serta sanksi bagi pelaku
perihal penyebaran berita bohong melalui Facebook.
Penulis melihat bahwa penyebaran berita bohong
merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan,
terlebih lagi bagi semua orang yang menjadi
pengguna Facebook itu sendiri. Facebook yang
seharusnya memberikan wawasan dan juga hiburan,
tidak seharusnya berubah menjadi sarang tersebarnya
berita yang berisi kebohongan hingga berakibat pada
kerusuhan. Menyebarkan berita bohong memiliki
konsekuensi hukum, pihak yang menjadi pelakunya
perlu ditindak berdasarkan unsur-unsur tindak pidana
yang jelas serta sanksi yang serius.

B. RUMUSAN MASALAH
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1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana dari
penyebaran berita bohong melalui Facebook
berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

2. Bagaimana bentuk penerapan sanski pidana
terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui
Facebook berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif yuridis dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan Konseptual (Conceptual approach).
teori-teori, konsep-konsep, = asas-asas  hukum,
Analisis dilakukan terhadap norma-norma dalam UU
No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang kemudian
dikomparasikan dengan pandangan para ahli untuk
membangun landasan teoritis. Data atau Bahan
berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Penyebaran berita bohong melalui Facebook
sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 28
ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Tindak pidana merupakan terminologi
hukum yang secara etimologis berasal dari bahasa
Belanda yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar feit terdiri
dari 3 kata, yakni “straf” diterjemahkan sebagai
pidana, “baar” diterjemahkan sebagai dapat atau
boleh, “feit” diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa,
pelanggaran, dan perbuatan.'®
Istilah penyebaran berita bohong dalam konteks ini
dapat diartikan melalui pemaknaan tiap kata, di mana
penyebaran merupakan suatu proses, cara, atau
perbuatan menyebarkan.!! Sementara itu, berita
bohong atau hoaks dipahami sebagai laporan yang
tidak sesuai dengan hal (keadaan yang sebenarnya).!
Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE
pasal 28 ayat (3).
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Elektronik (UU ITE), untuk mengategorikan
perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, adapun
pemenuhan unsur-unsur yang dapat dijabarkan
melalui kerangka pemikiran Moeljatno mengenai
perbuatan pidana (criminal act) sebagai berikut:

1. Kelakuan dan Akibat: Kelakuan Merujuk
pada perbuatan "menyebarkan", sedangkan
Akibat merujuk pada timbulnya "kerusuhan
di masyarakat”.

2. Kesalahan: dapat dilihat dari unsur Sengaja,
di mana Pelaku harus memiliki kesadaran dan
kehendak  (dolus) untuk  melakukan
penyebaran berita bohong tersebut, serta
mengetahui  bahwa  informasi  yang
disebarkan memuat berita bohong yang dapat
memicu kerusuhan.

3. Unsur Melawan Hukum: Perbuatan tersebut
harus bertentangan dengan norma hukum
yang berlaku dan tidak memiliki dasar
pembenar yang sah.

Secara teknis, pemanfaatan fitur-fitur Facebook
dalam penyebaran berita bohong ini memiliki
karakteristik tertentu yang mendukung terjadinya
tindak pidana tersebut:
1. Beranda (News Feed) :
Pemanfaatan fitur ini dimulai ketika
pengguna secara terus-menerus membuat
unggahan yang bermuatan berita bohong,
sehingga pengguna lain disuguhi informasi
yang hanya memicu emosional mereka.
2. Profil Pengguna :
Pemanfaatan  Profil  Pengguna  untuk
penyebaran berita bohong dilakukan melalui
penciptaan identitas palsu maupun akun
kloning yang tampak sangat kredibel
(menggunakan foto curian dan biodata yang
meyakinkan) untuk membangun kepercayaan
pengguna lain.
3. Unggahan :
Pemanfaatan berbagai jenis unggahan untuk
berita bohong dilakukan dengan
mengeksploitasi media seperti foto atau video
yang dimasukan unsur-unsur berita bohong
yang dapat memprovokasi keadaan menjadi
rusuh.
4. Grup (Groups) :
Pemanfaatan Grup untuk berita bohong
dilakukan dengan menyebarkan informasi
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palsu secara masif kepada anggota yang
sudah memiliki bias atau Kketertarikan,
sehingga kebenaran informasi tersebut tidak
lagi dikritisi.

5. Messenger :

Pemanfaatan Messenger untuk berita bohong
dapat dilakukkan dengan memberikan pesan
hoaks yang dapat memberikan kesan
personal.

6. Reaksi dan Komentar :

Pemanfaatan Reaksi dan Komentar untuk
berita bohong dilakukan dengan
memanipulasi reaksi, Unggahan hoaks yang
dibanjiri reaksi tertentu mampu menciptakan
kesan bahwa informasi tersebut didukung
secara massal (social proof).

7. Pemberitahuan (Notifications) :
Pemanfaatan Pemberitahuan untuk berita
bohong dilakukan untuk menciptakan urgensi
dengan memberikan pesan dan reaksi atau
komentar pada unggahan hoaks sehingga
membuat pengguna terus-menerus terpapar
notifikasi, yang secara psikologis memicu
rasa penasaran untuk segera membuka
unggahan hoaks tersebut.

8. Facebook Live :

Pemanfaatan Facebook Live untuk berita
bohong dilakukan dengan mengeksploitasi
fitur “siaran langsung”. Aktor jahat sering
menggunakan fitur ini untuk menyebarkan
berita bohong melalui skema berupa
menyiarkan rekaman yang tidak berdasarkan
kebenaran.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penyebaran
berita ~ bohong  melalui  Facebook  dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila
seluruh unsur dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE
terpenuhi secara kumulatif, mulai dari adanya unsur
kesengajaan, menyebarkan berita bohong, hingga
menimbulkan kerusuhan.

B. Sanksi Pidana terhadap pelaku penyebaran
berita bohong melalui Facebook berdasarkan
pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang
ITE.
Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan
sebagainya) untuk memaksa orang menepati
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang



(anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).'’
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigi) telah melakukan langkah
penanganan dengan melabeli berita bohong sebagai
hoaks, sementara pihak Facebook juga dapat
melakukan penyensoran terhadap unggahan yang
terbukti palsu. Namun, Berdasarkan struktur yuridis
dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024, sanksi
yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diatur secara
eksplisit dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ketentuan tersebut
menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja
menyebarkan informasi elektronik berisi
pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan
di masyarakat dipidana dengan:
1. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).'*
Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus memenuhi
syarat  pertanggungjawaban pidana (criminal
responsibility) sebagaimana dikemukakan oleh
Moeljatno. Hal ini mencakup:
1. kemampuan bertanggung jawab:
di mana Seseorang dapat dinyatakan
bertanggung jawab atas tindak pidana
penyebaran berita bohong apabila pada saat
melakukan perbuatan tersebut ia berada
dalam kondisi mental yang sehat dan
memiliki kesadaran penuh atas tindakannya.
2. kesalahan:
Unsur kesalahan dalam tindak pidana
penyebaran berita bohong pada dasarnya
merujuk pada bentuk kesengajaan (dolus).
3. Tidak adanya alasan pemaaf:
Unsur ini  berkaitan  dengan tidak
ditemukannya ~ keadaan  yang  dapat
menghapuskan kesalahan pelaku.
Dengan demikian, penerapan sanksi pidana ini
bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum
yang nyata dan berkeadilan bagi pihak yang
merugikan kepentingan umum di ruang digital.

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Penyebaran berita bohong melalui media
sosial Facebook merupakan tindak pidana

13" https://kbbi.web.id/sanksi. Diakses pada
tanggal 8 Maret 2026.
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sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang ITE. Perbuatan tersebut
memenuhi unsur-unsur tindak pidana
yang mencakup aspek objektif berupa
tindakan menyebarkan informasi bohong
melalui fitur-fitur Facebook (seperti
posting, share, dan live streaming) yang
mengakibatkan kerusuhan nyata di
tengah masyarakat. Selain itu, aspek
subjektif terpenuhi  melalui adanya
kesengajaan dan pengetahuan pelaku
terhadap sifat bohong dari informasi
tersebut. Penafsiran mengenai
"kerusuhan" dalam konteks ini harus
merujuk pada gangguan ketertiban yang
terjadi di ruang fisik, sesuai dengan
mandat Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sanksi  pidana  terhadap  pelaku
penyebaran berita bohong melalui
Facebook diatur dalam Pasal 45A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
yang menetapkan ancaman pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penegakan sanksi ini berkaitan erat
dengan pertanggungjawaban pidana
pelaku, di mana pelaku harus dinyatakan
memiliki kemampuan bertanggung jawab
(sehat akal) serta memiliki hubungan
batin berupa kesengajaan atas perbuatan
yang  dilakukan  beserta  dampak
kerusuhan yang ditimbulkannya.

B. SARAN

1. Bagi penegak hukum disarankan agar
meningkatkan  kualitas divisi yang
ditugaskan dalam melacak maupun
mencari pelaku penyebaran berita bohong
melalui  Facebook yang  mampu
mendeteksi sekalipun pelaku
menggunakan akun anonim.

14 UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 45A ayat (3)
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2. Bagi setiap pengguna media sosial
Facebook disarankan agar dapat lebih
bijak dan berhati-hati dalam
menyebarkan maupun menerima berita.
Pengguna Facebook perlu melakukan
verifikasi fakta sebelum membagikan
informasi guna mencegah konflik atau
kerusuhan fisik terjadi.

Pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi
antara UU No. 1 Tahun 2014 (PWP3K) (pasal 35
huruf k), dengan regulasi sektor kehutanan dan
minerba. Pengecualian melalui Perppu atau Keppres
tidak boleh menegaskan prinsip hirarki perundang-
undangan dan putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023
yang menegaskan pelarangan tambang di pulau pulau
kecil demi kelestarian lingkungan.
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